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Pejabat di Dua Dinas
7 Telah Diperiksa

PALU, MERCUSUAR - Pejabat
Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng serta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Sulteng telah dimintai
keterangan okh tim penyidik Kejati
Sulteng, terkait dugaan penyalah-
gunaan dana bantuan sosial (Bansos)
di Sulteng tahun 2010.

“Hasil permintaan keterangan ini
yang sementara didalami tim penyi-
dik,” tutur Kepak Seksi Penkum dan
Humas Kejati Sulteng, Eki Moh Hasim
kepada wartawan, Rabu (20/7).

Untuk dinas lain yakni, Dinas
Kesehatan Sulteng, Dinas Pertanian,
Dinas Perkebunan, Dinas Pendidi-
kan, Kantor Wilayah Departemen
Agama Sulteng serta Dinas Pemuda
dan Olahraga Sulteng, masih dalm
pengumpulan data. Hanya saja, ia
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Eki Moh Hasim
Kasi Peakum & Humas Kefali Sulteng
belum memastikan jadwal ke enam
dinas itu dimintai keterangan.
“Diupayakan sesegera mungkin
mereka dimintai keterangan,”
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tandasnya seraya menganulir informasi bahwa
dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng merupakan
salah satu dinas yang bakal dipanggil.

Ditanya hasil permintaan keterangan terhadap
Dinas Sosial serta Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Sulteng, i masih enggan berkomentar.
Alasannya, kasus tersebut masih dalam
pendalaman ditahap pengumpulan data.
Demikian pula soal alokasi anggaran Bansos di
dua dinas itu serta total dana Bansos tahun 2010
untuk delapan dinas di Sulteng, Eki belum
bersedia membeberkannya dengan alasan sama.
“Nanti, kan penyidik masih bekerja," elaknya.

Masih menurut Eki, penelusuran dugaan
penyalagunaan dana Bansos di delapan dinas di

Sulteng, menindaklanjuti temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan (BPK) tahun 2010 yang menye-
butkan ada cugaan penggelapan dana Bansos
sekira Rp 2,4 triliun di delapan kementerian. “Du-
gaan penyimpangan dana Bansos di kementerian
ini diduga hingga ke daerah-daerah,” tutupnya.

Diketahui, Kordinator Investigasi dan Advokasi
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(Fitra), Uchok Sky Khadafi, Senin (21/6) silam,
mengatakan, laporan BPK disebut ada delapan
kementerian yang anggaran Bansosnya tidak
mengalir atau penyalurannya tidak sesuai
peruntukan.

Dugaan penyimpangan terbesar di Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yakni
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mencapai Rp 1,49 triliun. dengan rincian tidak
lengkap laporan  pertanggungjawaban
keuangannnya sebesar Rp 1,425 triliun, dana tidak
disalurkan atau mengendap di pihak ketiga
sebesar Rp 69,33 miliar, dan penyaluran yang
tidak sesuai peruntukan sejumlah Rp 438,67 juta.
Kedua terbesar di Kementerian Pemuda dan Olah
Raga mencapai Rp 407,8 miliar. Kemudian
menyusul, Kementerian Sosial Rp 236,510 miliar,
Kementerian Kesehatan Rp 141,916 miliar,
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
93,885 miliar, Kementerian Agama Rp 41,391
miliar, Kementerian Pertanian Rp 14,280 miliar,
serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Rp
4,328 miliar. ack



                    






